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INTISARI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang bertanggung jawab
terhadap data kependudukan, mulai dari KTP-EL, Akta, Kartu Keluarga sampai mutasi
penduduk. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dinas memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat dalam mengurus data — data kependudukan agar dapat
tersedianya data kependudukan yang akurat. Pelayanan yang diberikan DISDUKCAPIL
tersebut sangat berpengaruh kepada motifasi masyarakat dalam mengurus data
kependudukan yang dibutuhkan. Motifasi masyarakat yang didasarkan atas pelayanan
yang diberikan harus dijadikan motifasi oleh dinas untuk memberikan pelayanan yang
prima dan memuaskan kepada masyarakat. Dengan demikian upaya dinas untuk
meningkatkan pelayanan adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas dan diteliti.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat?”’

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi
penelitian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Untuk
menentukan siapa saja informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive,
informan terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat
pengguna pelayanan yang datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL. Kemudian selain
dengan informan data diperoleh juga dari observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah reduksi data, kemudian penyajian data dan yang terakhir
adalah pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dinas memiliki beberapa upaya untuk
meningkatkan pelayanan. Dari segi pengelolaan Sumber Daya Manusia, dinas
meningkatkan kemampuan individu dengan mengirimnya ke pelatihan — pelatihan
ketrampilan yang diadakan di tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, kemudian untuk
menutupi kekuranagn pegawai dinas mengadakan kontrak kerja dengan masyarakat yang
memiliki kemampuan dan pendidikan yang baik. Dari segi sosialisasi agar masyakat tahu
mengenai informasi kependudukan atau syarat — syarat yang harus dipenuhi saat
pelayanan, dinas menggunakan beberapa cara yaitu sosialisasi kepada Kepala Desa,
kemudian menggunakan leaflet, baliho, radio dan TV untuk menyampaikan informasi
tersebut kepada masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana, penggunaan peralatan
dengan semaksimal mungkin adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh dinas, hal ini
karena anggaran yang dimiliki dinas sangat terbatas untuk membeli peralatan baru,
sehingga untuk membeli peralatan baru harus melalui perencanaan yang matang agar
tidak mengorbankan kepentingan yang lain. Dari segi kemudahan akses pelayanan, dinas
memiliki 3 cara untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, yaitu dengan
pelayanan registrasi sepeda motor (PPA PREDATOR), sidang langsung akta kelahiran di
desa (SILADES) dan rekam data KTP-EL ke desa — desa di seluruh wilayah Kabupaten
Pacitan.

Kata kunci : pelayanan, kepuasan masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pemerintahan dalam suatu negara seperti di Indonesia memiliki peran yang

sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada
masyarakat guna mencapai tujuan utamanya yakni memberikan kesejahteraan
kepada warga negaranya. Oleh sebab itu fungsi - fungsi sebuah negara harus
ditegakkan dengan baik guna mewujudkan cita — cita tersebut. Firdaus mengatakan
bahwa negara tidak lain adalah suatu sistem tujuan yang memiliki tatanan hierarkis
di mana yang berada di atas dan lebih tinggi memerintah, menata, membimbing,

serta mengatur yang berada di bawahnya atau yang lebih rendah (Firdaus,2007:49).
Secara garis besar maka fungsi utama sebuah negara adalah fungsi memerintah

dan fungsi pelayanan. Fungsi memerintah merupakan fungsi pokok yang melekat
dan menjadi tanggung jawab oleh pemerintah untuk dijalankan dengan mengacu
kepada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang di atur dalam undang —
undang. Sedangkan fungsi pelayanan merupakan fungsi penunjang yang ditujukan
bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui
organisasi pelayanan yang dimiliki oleh negara, yang menyangkut tentang cara
melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan atau

kebutuhan orang dalam hal barang dan jasa (Mukarom,2016:16).
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih sering dipahami oleh

masyarakat sebagai birokrasi memiliki nilai yang sangat strategis daripada fungsi
lain yang dimiliki oleh negara. Birokrasi merupakan sebuah instrumen yang sangat
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara dengan sebuah misi penting
untuk mensejahterakan masyarakatnya menghadirkan birokrasi sebagai wujud
kehadiran sebuah negara ditengah — tengah masyarakat. Yang mana hampir semua

aspek kehidupan bermasyarakat selalu bersentuhan dengan yang namanya birokrasi,



mulai dari masalah pribadi maupun masalah kelompok. Sebagai contoh pernikahan,
harus di data oleh KUA, dan begitu pasangan suami istri melahirkan anaknya, saat
itu pula harus dibuat akta kelahiran. Kemudian kebutuhan lain pun tidak bisa
terlepas dari campur tangan negara melalui birokrasi seperti listrik, bahan bakar,

pendidikan, kesehatan, air minum, jalan dan lain sebagainya.
Secara konseptual, birokrasi adalah suatu organisasi aparatur pemerintah yang

melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sebagai aparatur
pemerintah, keberadaan birokrasi pemerintahan adalah sebagai aparat yang
menghubungkan lewat keberlakuan aturan perundangan, dan lewat penyedia
berbagai kebutuhan (barang dan jasa), sebaliknya memfasilitasi berbagai kebutuhan
rakyat, khususnya kebutuhan — kebutuhan dasar lewat tindakan dan program yang
dilakukan (Ali dkk, 2015 : 78). Dengan demikian maka jika berbicara tentang

pelayanan pemerintah maka tidak bisa dilepaskan dari kata birokrasi.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang meningkat

dan semakin kompleks, maka kebutuhan akan birokrasi pun juga semakin
berkembang dan semakin kompleks juga, sehingga masalah birokrasi bukan semakin
ringan tapi malah justru semakin berat dan menimbulkan masalah di sana — sini.
Kebutuhan akan pelayanan birokrasi yang meningkat sayangnya tidak dapat
dipenuhi oleh para birokrat. Pelayanan birokrasi mulai dari awal kemerdekaan
hingga saat ini belum berubah secara signifikan. Dengan kata lain, reformasi
birokrasi publik kita belum pernah dilaksanakan dengan sungguh — sungguh (Azhari,
2011 : v). Hal ini terlihat bahwa di Indonesia masih banyak birokrasi yang

dijalankan sesuai dengan kehendak pimpinan dan tidak berdasar kepada masyarakat.
Kemudian muncul good governance, saat kita mendengar kata tersebut yang

ada dalam pemikiran kita adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dimana semuanya berjalan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan

efisien dalam segala hal, sehingga imbasnya adalah akan semakin baiknya pelayanan



yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Padahal jika dicermati lebih
lanjut good governance tidaklah sesederhana demikian, Faktor yang bisa menjadi
titik keberhasilan good governance sangatlah kompleks dan sangat sulit untuk

diimplementasikan dengan baik di Indonesia saat ini.
Beberapa  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam

mengimplementasikan good governance menurut Mukarom (2016 : 48) antara lain :
a. Praktik governance memiliki dimensi yang cukup luas sehingga terdapat banyak

aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki praktik governance.
b. Informasi mengenai aspek strategis yang perlu memperoleh prioritas untuk

dijadikan sebagai entry point dalam memperbaiki kinerja governance belum

banyak tersedia.
c. Kondisi antar daerah di Indonesia yang sangat beragam membuat setiap daerah

memiliki kompleksitas masalah governance yang berbeda.
d. Komitmen dan kepedulian dari berbagai stakeholders mengenai masalah

reformasi governance berbeda — beda dan pada umumnya masih rendah.
Meski demikian, good governance masih bisa dijadikan acuan untuk merubah

sistem birokrasi kita. Meskipun susah untuk diterapkan karena banyak faktor yang
mempengaruhi, tetapi prinsip yang dianut oleh good governance sangatlah mulia
dan mampu untuk merubah sistem pelayanan yang ada di Indonesia menuju

pelayanan yang profesional dan lebih baik lagi.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga bisa

dikatakan sebagai angin segar dalam sistem birokrasi di Indonesia. Dengan undang
-undang tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Dengan demikian, juga memberikan keleluasaan untuk merubah
dan berinovasi dalam hal pelayanan publik. Kebebebasan untuk menciptakan
pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien diharapkan juga akan memperbaiki

sistem birokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan sebuah tantangan sendiri

kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan. Tentu tidak mudah melayani



masyarakat dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan berancka ragam.
Jangankan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya, bahkan
Indonesia saat ini masih kesusahan dalam mengatur dan mendata jumlah penduduk
yang besar tersebut. Departemen Dalam Negeri selaku yang bertanggung jawab
dalam masalah kependudukan saat ini sangat kesusahan dalam mendata data
kependudukan. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi, data penduduk yang

dimiliki Indonesia bisa dikatakan belum valid dan belum akurat.
Keakuratan data penduduk merupakan hal yang sangat penting dalam

implementasi kebijakan pemerintah. Makin lengkap dan akurat data kependudukan
yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat (Mantra,
2000 : 1). Data kependudukan sangatlah penting keberadaannya guna menunjang
penyelengaraan pemerintahan, sebagai dasar untuk merumuskan sebuah kebijakan

maupuan juga digunakan dalam implementasi sebuah kebijakan.
Mengingat data kependudukan adalah masalah yang sangat penting, maka data

kependudukan ini harus dikelola dengan baik dan professional guna mendapatkan
data penduduk yang valid dan akurat. Lembaga di tingkat daerah yang memiliki
tugas dalam masalah data kependudukan ini adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Profesionalisme dan kinerja yang baik harus
selalu ada dalam diri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar didapat data

kependudukan yang akurat.
Mengingat pelayanan adalah hal yang sangat fundamental tentu masalah

kependudukan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pelayanan yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan yang tidak prima yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil akan berimbas kepada
masyarakat. Masyarakat akan malas berurusan dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, padahal informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam



pendataan kependudukan, seperti kelahiran, kematian, mutasi penduduk dan lain —

lain.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan merupakan

institusi pelayanan kependudukan yang dimiliki Republik Indonesia yang berlokasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. DISDUKCAPIL
Kabupaten Pacitan memiliki tanggung jawab mendata dan mengelola data
kependudukan dan juga tanggung jawab membantu Bupati Pacitan dalam

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Menurut laman resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan, dari jumlah penduduk

wajib E-KTP sejumlah 412.832 Jiwa, masih ada 47.000 jiwa atau 8,7% belum
melakukan rekam data E-KTP. Kemudian untuk masalah akta kelahiran baru 85 %
dari total penduduk Kabupaten Pacitan yang memiliki akta kelahiran
(Pacitanku.com). Berdasarkan masyarakat yang belum tertib administrasi
kependudukan diatas, yang meliputi rekam data E-KTP dan akta kelahiran, berarti
sebenarnya ada masalah yang berkaitan dengan metode pelayanan yang dimiliki
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, yang mana hal
tersebut menyebabkan belum semua masyarakat di Kabupaten Pacitan tertib

administrasi kependudukan.
Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu

sangat berpengaruh terhadap keakuratan data yang dimiliki oleh dinas tersebut. Data
yang dimiliki oleh dinas kebanyakan adalah data yang harus diambil langsung dari
masyarakat. Artinya masyarakat sendiri yang harus bertemu langsung dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus data penduduk. Sebagai contoh
masalah akta kelahiran, akta kematian, E-KTP, mutasi penduduk, jika masyarakat
tidak datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu dinas
tidak akan tahu peristiwa — peristiwa penting apa yang terjadi di masyarkat yang

berkaitan dengan kependudukan. Dinas tidak tahu kalau ada yang baru saja lahir,
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yang baru saja meninggal, ataupun yang baru saja melakukan mutasi ke daerah lain.
oleh karena itu masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan data

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan yang

memuaskan dalam kepengurusan data kependudukan tentu masyarakat akan
memiliki motifasi yang lebih jika ingin mengurus data penduduk, dan mendorong
masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Imbasnya akan langsung terasa
kepada kevalidan dan keakuratan data penduduk yang dimiliki oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
Sederhananya, pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap keakurantan dan

kelengkapan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Semakin bagus pelayanan yang diberikan akan semakin

mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.
Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pacitan berimbas langsung kepada masyarakat untuk tertib administrasi
kependudukan. Oleh sebab itu hal ini harus dijadikan tantangan tersendiri kepada
DISDUKCAPIL untuk selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat agar masalah — masalah seperti masih ada 8,7% masyarakat
belum rekam data E-KTP, 15% masyarakat belum memiliki akta kelahiran ini dapat

segera diatasi.
Akhirnya, Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pacitan dalam meningkatkan pelayanan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan
guna menghadirkan data kependudukan yang akurat dan mengatasi masalah —
masalah kependudukan yang saat ini belum terselesaikan oleh DISDUKCAPIL.
Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka

dapat ditarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan
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